
GUBERNUR LAMPUNG

TENTANG

EVALUASI RANCANGAIT PERATURAN I'ATRAH KABI'PATTIT WAY KAITAIT
TENTANG AITGGARAIT PEITDA,PATAII I'AIT BELILITJA I'AERAII TAHUN

AITCIGARAIT 2025 DAN RANCAITGAIT PERATT'RAIT BT'PATI WAY I(ANAN
TENTANG PEilJABARAN AI{(X}ARAI| PEI{DAPATAI| DAI| BELA.ITJA DA.ERAH

TAHT'II AITGGARAI{ 2025

GT'BERICUR LATPI'IYG,

Menimbang a.

b.

c.

bahwa untuk melalsanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah sebaga i rn 412 telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (l)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatal dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus
ditakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh
Bupati;

bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangal yang lebih
tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O25 dan Rancangarr
Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O25;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Mengingat



2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O04 tentalg Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4
Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah, (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ll*mbarar^
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahrun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6O4l);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan T\-rgas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
t rruutlc,sld !\uttlul vzz1l,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara
D^-,.1^l:1, t-l^-^^:^ I\T^* ^- 4aaat.NLPtlUtrlr ltlr'l()rruJla t\v LtllJ t V.J z. Z. l,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
\T^^^,^ D^^,,ktit- r-r^---;^ \r^-^- Aonot.,!L6d4 r\uPquIA t tvt,tvt v'vr,,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 TaJtun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Ralcangan peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangal Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
iioruot 43l);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O2l tefltang
Peraturan Pelaksanaal Peratural Pemerintah Nomor 33 Tahun
2O18 tentang Pelaksanaan Tirgas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY
KANAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Way Kanan tenta-ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Way
Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud Dilrtum Kesatu paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindallanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Way
Kanan, dan Bupati Way Kanan menetapkan Ralcangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 menjadi Peraturan Bupati Way Kanan, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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KEEMPAT

KELIMA

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 yang telah disempurnakan dan disesuaikan
berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari
Gubernur.

Bupati segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Way
Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O25, kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur
Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal

PUNG,

KEENAM

Pj.

SUDIN
Tembusan;
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik lndonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilal Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi tampung;
5. Pknpinan DPRD Kabupaten Way Kanan;
6. Kepala Biro Hukum Selcetariat Daerah Provinsi tampung.


